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BAB III 

PENUNTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di 

Kejaksaan Negeri Sleman dan di Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai 

hubungan koordinasi diantara Kejaksaan dan KPK, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan yaitu;  adapun upaya kejaksaan untuk mewujudkan harmonisasi 

tersebut yaitu melalui koordinasi dengan KPK dalam pelaksanaan penanganan 

perkara korupsi. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh KPK untuk mewujudkan 

harmonisasi tersebut yaitu selain melalui koordinasi dengan pihak kejaksaan, 

KPK juga melakukan pengawasan dan penelaahan terhadap perkara yang 

ditangani oleh kejaksaan. Selanjutnya KPK melakukan rapat koordinasi bersama 

dengan pihak Kejaksaan untuk membahas setrategi pemberantasan korupsi. 

Adapun kendala yang dapat menghabat tercapainya harmonisasi diantara 

Kejaksaan dan KPK tersebut diantaranya: 

-  Adanya faktor eksternal yang dapat berasal dari kalangan eksekutif dan dari 

para politis yang memberikan intervensi atau tekanan dalam pelaksanaan 

pemberantasan korupsi. 

- Adanya kesamaan kewenangan dalam melakukan pemberantasan korupsi 

sehingga dimungkinkan terjadinya benturan kewenangan diantara 

Kejaksaan dan KPK. 
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- Adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPK untuk melakukan mengambil 

alihan proses penyidikan ataupun penuntutan terhadap perkara korupsi yang 

sedang ditangani oleh Kejaksaan. 

B. Saran 

Dalam penanganan perkara korupsi yang tergolong sebagai salah satu 

kejahatan luar biasa tentunya koodinasi antara Kejaksaan dan KPK tersebut wajb 

untuk dilakukan secara berkesinambungan bila ingin mewujudkan harmonisasi 

diantara Kejaksaan dan KPK. Selain itu Baik Kejaksaan dan KPK harus dapat 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan seoptimal mungkin termasuk 

dalam penggunaan kewenangan KPK untuk mengambil alih perkara yang sedang 

dilakukan penyidikan ataupun penuntutan oleh Kejaksaan. Dengan adanya 

pengambil alihan kewenangan penyidikan ataupun penuntutan terhadap perkara 

yang sedang ditangani oleh Kejaksaan tersebut, kiranya jangan dijadikan sebagai 

salah satu faktor pemicu tidak terwujudnya harmonisasi diantara Kejaksaan dan 

KPK.  

Selain itu koordinasi antara Kejaksaan dan KPK wajib untuk dilakukan 

mengingat keduanya memiliki kewenangan yang sama yaitu sebagai penyidik 

dan penuntut umum terhadap perkara korupsi, sehingga Kejaksaan dan KPK 

dapat menjadi partner yang saling mengawasi dan melengkapi dalam penanganan 

perkara korupsi mengingat tujuan yang sama yang akan dicapai oleh Kejaksaan 

dan KPK.  
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